PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BATIPUH
BARUH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR

(Sri Muliani, 1210112241, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman 84, 2016)
ABSTRAK

Dengan diterapkan kembali sistem Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat
melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Nagari, maka Nagari selain sebagai unit pemerintahan terendah di Kabupaten juga merupakan
cikal bakal terbentuknya bangsa. Termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran yang berkenaan
dengan APBNagari. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari menyebutkan bahwa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari- (APBNagari) adalah rencana, keuangan tahunan Pemerintahan
Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BPRN dan ditetapkan
dengan Peraturan Nagari . APBNagari adalah instrument penting Yyang sangat menentukan
dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) ditingkat Nagari,
diantaranya diukur dari proses Pelaksanaan APBNagari itu sendiri. Berdasarkan dari uraian latar
belakang, maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah
Datar.2) kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah
Datar.3)Upaya yang dilakukan Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini
bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan teknik
pengumpulan data adalah wawancara. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1)
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh
Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun
2015.2) kendala yang dihadapi pemerintah nagari dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Batipuh Baruh yaitu penerimaan-nagari yang. terbatas, keterlambatan turunnya
anggaran, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dan
Pengelolaan APBNagari yang tidak transparan.3) upaya yang dilakukan pemerintah nagari dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batipuh Baruh yaitu Menggunakan
APBNagari yang terbatas untuk kebutuhan nagari yang paling mendesak terutama kegiatan yang
memang dibutuhkan oleh masyarakat Nagari Batipuh Baruh. Kesimpulan dalam penulisan ini
adalah pelaksanaan APBNagari Batipuh Baruh harus dilaksanakan oleh pemerintah nagari
dengan mengoptimalkan sumber potensi nagari yang ada dan melaksanakan pengeluaran secara
efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.



